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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Para pihak dalam proses transaksi e-commerce dapat menentukan yurisdiksi 

proses penyelesaian sengketa menggunakan ketentuan dalam PP PMSE 

yang memberikan kewenangan yurisdiksi berdasarkan tempat kedudukan 

konsumen sesuai kesepakatan para pihak, apabila pihak tidak sepakat maka 

akan mengacu pada kontrak baku yang didalamnya terdapat klausula baku 

yang ditentukan oleh perusahaan e-commerce. Para pihak yang mengalami 

kendala menentukan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa transaksi e-

commerce karena perbedaan kewarganegaraan konsumen yang berada di 

luar negeri, maka dapat menggunakan asas hukum perdata internasional. 

Para pihak yang bersengketa dapat mengidentifikasi yurisdiksi proses 

penyelesaian sengketa transaksi e-commerce berdasarkan asas hukum 

perdata internasional yang menjadi pertautan antara yurisdiksi personal dan 

pilihan hukum dalam kontrak transaksi e-commerce. 

2. Yurisdiksi para pihak dalam transaksi e-commerce dapat ditemukan pada 

alamat internet protocol (IP), sebagai serangkaian angka yang menunjukkan 

domisili hukum dalam jaringan internet. Yurisdiksi yang berbeda di antara 

para pihak apabila terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian 

berdasarkan klausula pilihan hukum dalam kontrak elektronik. Para pihak 

yang dalam suatu kontrak belum mengatur pilihan hukum dan pengadilan 

mana yang akan berwenang, maka penyelesaian sengketa tersebut akan 

 

 



82 

 

 

mengacu pada Hukum Perdata Internasional untuk menentukan hukum 

mana yang akan berlaku.  

B. Saran 

1. Peneliti mengharapkan adanya akomodasi asas hukum perdata internasional 

dalam peraturan perundang-undangan yang lebih memberikan kepastian 

hukum bagi para pihak dalam menentukan yurisdiksi yang berwenang 

terhadap penyelesaian sengketa transaksi e-commerce.  

2. Para pihak dalam transaksi e-commerce diharapkan mencermati dan 

mentaati isi kontrak yang telah disepakati termasuk mengenai klausula 

pilihan hukum apabila terjadi sengketa dengan tetap memerhatikan batasan-

batasan tertentu seperti tidak melanggar ketertiban, bukan suatu 

penyelundupan hukum, memerhatikan kaidah super memaksa, serta hanya 

dapat dilakukan ketika terdapat unsur asing dalam kontrak elektronik.  
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